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PENDAHULUAN  

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, 

kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ciri utama BUMDes yang 

membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik 

desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% 

berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operalisasi dilakukan 

berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil 

informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang 

diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes 

diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota. 

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

pengelolaan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli dan perekonomian desa 

dan BUMDes dapat diandalkan dalam upaya pemerataan ekonomi desa. 

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan 

dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri 

meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, 

akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan 



yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah 

rencana pembangunan desa (musrenbangdes).1 

SIMPULAN 

Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban masyarakat yang akan meminjam dana 

untuk usaha. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman di BUMDes lebih rendah daripada 

meminjam melalui rentenir. BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-

usaha mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Pelatihan dan 

bimbingan terkait pengolahan lanjutan hasil pertanian dan pemasaran selalu dilakukan oleh 

BUMDes untuk menambah ketrampilan dan wawasan masyarakat desa dalam meningkatkan 

pendapatan mereka. Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga 

BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan 

pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam 

pengembangan usaha kurang optimal. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa 

rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha 
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